
WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

JUMLAH NOMINAL BATAS MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SOLOK

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka

Kepala Daerah perlu mengatur batas jumlah

maksimal Uang Persediaan (UP) untuk Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Kota Slok Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Walikota tentang Jumlah Nominal Batas

Maksimal Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Kota Solok Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun

1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya

Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang



Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Inodnesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara

Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran negara republik

Indoneia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4575 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang

Hibah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indoesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pesoman Pembinaan dan Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No

165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun

2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara serta Penyampaiannya;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomr 123,

Tambahan Lembaran negara 5156);

19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran

Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Solok

(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor

15);



21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kota Solok sebagaimanan telah diubah

dengan Perda Kota Solok Nomor 4 Tahun

2011(Lembaran Daerah Kota solok Tahun 2011

Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat,Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah

Kota Solok, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun

2012(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008

Nomor 9);

23. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 10 Tahun 2012

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Solok (Lembaran Daerah

Kota Solok Tahun 2012 Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok

Tahun Anggaran 2016;

25. Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2015

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JUMLAH NOMINAL

BATAS MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SOLOK TAHUN

ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan



dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Walikota adalah Walikota Solok.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

Daerah tersebut.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama

pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah perangkat pada pemerintah daerah selaku

pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga

melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan

bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai

Bendahara Umum Daerah.

11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan sebagian tugas BUD.

12. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Solok

13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan

untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang

ditetapkan.



14. Pengguna Anggaran/Barang adalah pejabat pemegang

kewenangan sebagai Pengguna Anggaran/ barang milik daerah.

15. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang adalah pejabat yang diberi

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

SKPD.

16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya

disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi

akuntansi dan tata usaha keuangan pada SKPD.

17. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk kekas Umum

daerah.

18. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas Umum

daerah.

19. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

20. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

21. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

22. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D

adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana

yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM dan SPP

yang diusulkan oleh SKPD.

23. Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja yang digunakan

untuk membiayai program dan kegiatan yang hasil dan

manfaat serta dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh

masyarakat.

24. Belanja Langsung adalah bagian belanja yang hasil dan

manfaatnya serta dampaknya secara langsung dinikmati oleh

masyarakat.

25. Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk

membiayai kegiatan investasi (menambah Aset).

BAB II

UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

(1) Jumlah nominal batas maksimal uang persediaan untuk

masing-masing SKPD Kota Solok Tahun Anggaran 2016 adalah



1/12 (seper dua belas) dari pagu anggaran setelah dikurangi

dengan pembayaran langsung yaitu pembayaran belanja modal

dan pembayaran langsung lainnya (belanja tidak langsung,

pembayaran belanja jasa Pegawai Kontrak, PTT dan

pembayaran belanja pegawai , barang dan jasa yang dalam

ketentuannya dilakukan dengan mekanisme belanja

Langsung).

(2) Jumlah nominal batas maksimal uang persediaan untuk

masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas

sesuai dengan Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

(1) Pengguna Anggaran mengajukan SPP dan SPM Uang

persediaan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD di awal

tahun anggaran ke Bendahara Umum Daerah yang dilengkapi

dengan dokumen-dokumen yaitu Surat Pengantar, Ringkasan

dan Riincian SPP-UP serta Surat Pernyataan tanggung jawab

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna anggaran.

(2) Bendahara Umum Daerah akan mengganti Uang Persediaan

yang telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara

Pengeluaran SKPD.

(3) Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Uang Persediaan

oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud

ayat (2) disampaikan ke Bendahara Umum Daerah.

(4) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan

sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun dengan menggunakan

format sebagaimana Lampiran II Peraturan Walikota ini.

(5) Jumlah nominal penggantian Uang Persediaan sebagaimana

dimaksud ayat (2) diajukan oleh Pengguna Anggaran melalui

Bendahara Pengeluaran dengan menyampaikan SPP dan SPM

Ganti Uang Persediaan sebesar Uang yang telah

dipertanggungjawabkan dengan melengkapi Surat Pernyataan

tanggungjawab Pengguna Anggaran dan bukti-bukti

pengeluaran Uang Persediaan yang sah dan lengkap.

Pasal 4

(1) Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Penggunaan Ganti

Uang Persediaan bulan Desember 2016 disampaikan oleh

Bendahara Pengeluaran SKPD ke Bendahara Umum Daerah

paling lambat tanggal 31 Desember 2016.



(2) Laporan Pertanggungjawaban Fungsional atas Penggunaan

Ganti Uang Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas

disusun dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran

III Peraturan Walikota ini.

(3) Bendahara Pengeluaran SKPD harus menyetorkan sisa Uang

Persediaan yang masih ada pada akhir tahun anggaran 2015

ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Solok paling lambat

tanggal 31 Desember 2016.

BAB III

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

(1) Bendahara Pengeluaran SKPD dapat mengajukan Tambahan

Uang Persediaan untuk program dan kegiatan yang tidak cukup

dibiayai dari Uang Persediaan dan harus mendapat persetujuan

terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran.

(2) Batas jumlah Tambahan Uang Persediaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) di atas harus mendapat persetujuan dari

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan

rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

(3) Tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di

atas dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD

paling lambat selama 1 (satu) bulan dan sisa dana yang tidak

dipergunakan harus disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum

Daerah.

(4) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Tambahan Uang

Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas disusun

dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran IV

Peraturan Walikota

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Solok.



Ditetapkan di   Solok
Pada tanggal 4 Januari 2016

PJ.WALIKOTA SOLOK,
Dto

ASRIZAL ASNAN

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 4 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK
Asisten Bidang Adm dan Pembangunan

Dto]

HELMIYATI

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2016 NOMOR 01


